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TELAAH PUSTAKA

2.1  Kebijakan Publik

Menurut Meriam budiardjo (2008:20) kebijakan (police) adalah suatu
kumpulan diambil seoarang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih
tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu, pada prinsipnya, pihak yang membuat
kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan. Kemudian
menurut Harbani Pasolong (2008:38) Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang
mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang
alternatife terbaik.

Kebijakan public merupakan suatu ilmu multi disipliner karena melibatkan
banyak disilin ilmu seperti politik, social, ekonomi, dan psikologi Subarsono
(2013:1). Subarsono (2013:2) kebijakan public dipahami sebagai pilihan kebjakan
yang dibuat oleh pejabat atau bdan pemerintahan dalam bidang tertentu, misalnya
bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industry, pertahanan, dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Robert Eyestonedalam Budi Winarno (2007:17)
mengatakan bahwa” secara luas’’ kebijakan public dapat didefinisikan sebagai
“hubungan suatu unit pemeritah dengan lingkunganya”. Konsep yang ditawarkan
Eyestone ini mengandung maksa yang sangat luas. Kemudian menurut Thomas R.
Dye dalam Budi Winarno (2008:17) yang mengatakan bahwa ‘kebijakan pubik

adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.
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Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (dalam
Thoha 2002:62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat.
Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh
masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk
tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

James E. Anderson (2008:18) dalam Budi Winarno, Kebijakan publik adalah
kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan danpejabat-pejabat
pemerintah. Hal ini cenderung mengacu pada persoalaan teknis danadministrative
saja.Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang
mempunyaitujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau
sekelompok pelaku gunamemecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan
Anderson ada elemen-elemenpenting yang terkandung dalam kebijakan publik antara
lain mencakup:

1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan
apayang bermaksud akan dilakukan.

4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai
suatumasalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah

untuk tidakmelakukan sesuatu).
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5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan
tertentu yangbersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan
tersebut, makakebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan
masalah dan untukmencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan publik adalah:
1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan
2) pemerintah.
3) Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu
4) mempunyai tujuan tertentu.
5) Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang
banyakpada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang
otoritas publik.Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik
haruslah dibuat olehotoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik
atau orang banyak,umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas
nama rakyat banyak.Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh
administrasi Negara yang di jalankanoleh birokrasi pemerintah. Fokus utama
kebijakan publik dalam Negara modern adalahpelayanan publik, yang merupakan
segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh Negara untukmempertahankan atau

meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran Negara
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yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik
pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam
masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Istilah kebijakan (policy term ) digunakan dalam praktek sehari-hari namun
digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda
(Charles O. Jones dalam Budi Winarno:16). Istilah ini sering ditukarkan dengan
tujuan ( Goals), program, keputusan ( decision ), standard, proposal dan grand
design. Namun demikian, meskipun kebijakan public mungkin kelihatannya sedikit
abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu “terjadi” terhadap sesorang.

Dan kemudian, seorang pakar ilmu politik lain Richard Rose dalam Budi
Winarno 2008:17 menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai
“serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensinnya
bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersediri.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi  kebijakan menurut Hassel Nogi S.Tangkilisan (2004:7)
Implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan
yang respon berupa aksi/tindakan para pelaku pembangunan secara konsisiten dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu
sendiri.

Menurut Refley dan Franklin dalam Budi Winarno (2008:145) Implementasi

adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang nenberikan otoritas
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program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo dalam Harbani pasolong
(2008:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu
rencana kedalam praktik.

Menurut Wahab dalam Hassel Nogi S.Tangkilisan (2004:7) Mengatakan
bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut
prilaku badan administratif yang beranggung jawab untuk melaksankan program dan
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut
jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi sosial yang langsung ataupun tidak
langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yag terlibat dan yang pada
akhirnya berpengaruh terhadap dampak , baik yang negatif maupu yag positif.

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Solichin  Abdul Wahab
(2005:2)kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untukberindak.Pedoman itu boleh
jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit,
kabur atau jelas, longgar atau terperenci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, public
atau privat.

Menurut Wibawa dalamHassel Nogi S.Tangkilisan (2004:7) Implementasi
kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang
mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat
berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.

Public police adalah hasil dari suatu pemerintahan dan administrasi Negara
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adalah sarana untuk mempengaruhi terjadinya hasil-hasil tersebut, sehingga dengan
demikian public police lebih diartikan sebagai pap yang dikerjakan oleh pemerintah
dibandingkan daripada bagaimana proses hasil-hasil itu dibuat(Miftah thoha,
2010:102).

Menurut Riant Nugroho (2011:494)Implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan
derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas
atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Selanjutnya Riant Nugroho (2011:495) menjelaskan lagi kebijakan yang bisa
langsung dimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti:
Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll,
dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti Undang-undang
dan Perda.

Riant Nugroho (2011:618) mengatakan Implemenasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih
dan tidak kurang. Untuk mengimplemenasikan kebijakan publik, ada dua pilihan
langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau
melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Peter DelLeon dan Linda DelLeon dalam Riant Nugroho (2011:626),
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mengemukan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan
publikdapat dikelompokan menjadi tiga generasi yaitu :

a. Generasi pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai
msalah-maslah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya.

b. Generasi pada tahun 1980-an, adalah genarsi yang mengembangkan
pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah.

c. Generasi pada tahun 1990-an, dikembangkan oleh ilmuan sosial Malcolm L.
Goggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor
pelaksana implementasi  kebijakan lebih  menentukan keberhasilan
implemenasi kebijakan.

Dalam derajat lain menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam
bukunya Implementation and Public Policy(1983:61) mendefinisikan implementasi
kebijakan sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar,biasanya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentyk perintah-perintah atau keputusan-keputusan
eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan
atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau
mengatur proses impementasinnya (Leo Agustino 2014:139).

Selanjutnya adapun model implementasi kebijakan public yang di tawarkan

olen Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan
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mereka disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. Kedua ahli

kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari impelemntasi kebijakan public

adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variable-variabel yang memengaruhi

tercapainya tujuan-tujuan pada keseluruhan proses implementasi. Dan variable-

variabel yang dimaksud dapat diklasidikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu :

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasu Secara

Tepat
3. Variabel-variabel

Implementasi.

diluar

Undang-undang yang Mempengaruhi

Dan Berikut adalah gambar 2.1 mengenai Model Implementasi Kebijakan

oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier :

Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

1. Dukungan Teori dan Teknologi
2. Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran
3. Tingkat Perubahan Perilaku yang Dikehendaki

/

Kemampuan Kebijakan Untuk Menstruktur Poses
Implementasi:

1.~ Kejelasan dan Konsistensi Tujuan
2. Dipergunakannya Teori Kausal
3. Ketepatan Alokasi Sumberdaya
4. ~Keterpaduan Hirarki antarlembaga
Pelaksana
5. -~ Aturan Pelaksanaan dari Lembaga
Pelaksana
6. Perekrutan Pejabat Pelaksana
7. Keterbbukaan Kepada Pihak Luar

/

b

Variabel diluar Kebijakan yang mempengaruhi
Proses Implementasi:

1. Kondisi Sosio-Ekonomi dan
Teknologi
2. Dukungan Publik
3. Sikap dan Sumberdaya dari Konstituen
4. Dukungan Pejabat yang Lebi Tinggi
5. Komitmen dan kualitas
Kepemimpinan dari Pejebat Pelaksan
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Tahapan dalam Proses Implementasi Kebijakan

Output Katuhan Target utk Hail Nyata Diterimanya Revisi Undang-
Kebijakandari mematuhi Output Output Hasil Tersebut undang

umber: Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier alam Leo Agustino 2014149
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008:159)
mengatakan bahwa implemenasi yang berhasil sering kali membutuhkan mekanisme-
mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini akan mendorong kemungkinan
yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana
(pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-
ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Gambar 2.2 Model Proses Implementasi Kebijakan VVan Meter dan Van Horn

Ukuran-ukuran

Tujuan Komunikasi

antar organisasi
dan kegiatan-
kegiatan

Kebijaksanaan
- Kecender

Karakteristik-
karakteristik dari [—" uh9an
badan-badan pelaksana-
pelaksanaa pelaksana

Kinerja




Sumber-

sumber Kondisi-kondisi

A ekonomi,sosial
T dan politik

Sumber : Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2008:157)

Menurut Hassel Nogi S.Tangkilisan (2004:9) keberhasilan implementasi
kebijakan dapat dilihat dari terjadinyakesesuaian antara pelaksanaan/penerapan
kebijkanvdengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan
dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Oleh
karena itu untuk mencapai keberhasilan dari pada implementasi ini diperlukan
kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak
untuk memberikan dukungan bagi pelaksananya.

Dan selanjutnya menurut grindle dalam Budi Winarno2008 : 145
memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara
umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang
memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bias direalisasikan sebagai dampak dari suatu
kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “’
a policy delivery system *’, dimana sarana-sarana tertenu dirancang dan dijalankan
dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Menurut HesselNogi S. Tangkilisan (2004:7) dalam mengimplementasikan
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kebijakan publik diperlukan suatu input berupa: peraturan perundang-undangan yang
menjadi acuan, sumber daya manusia sebagai pelaksana, sumber daya keuangan yang
akan mendukung pelaksanaan kebijakan, komitmen pelaku-pelaku yang terkait serta
Standart Operating Procedures (SOP).

Selanjutnya, Refley dan Franklin dalam Hassel Nogi S.Tangkilisan (2004:14)
menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program dapat di pengaruhi
oleh tiga faktor, yaitu :

1) Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengkr implementasi dari kepatuhan
strate level bureaucracy terhadap atas mereka.

2) Kelancaran rutinitas dan ketiadaan persoalan.

3) Kinerja yang memuaskan dari semua pihaktertama kelompok penerima
manfaat yang diharapkan.

Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam,
namun kebijakan publik dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah
yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang
mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas( Hassel
Nogi S. Tangkilisan 2004:1).

Menurut Ripley dalam Hassel Nogi S. Tangkilisan (2004:156) Secara umum
terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses kebijakan, yaitu lingkungan,
persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan, aktivitas pemerintah perihal

kebijakan dan aktifitas masyarakat perihal kebijakan dan Keempat faktor ini saling
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mempengaruhi.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua
pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau
melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut
sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan
pelaksanaan (Riant Nugroho, 2011:494).

Menurut George C. Edwards implementasi kebijakan adalah salah satu tahap
kebijakan publik, antara pembentukan Kkeijakan dan konsekuensi-konsekuensi
kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya dalam Budi Winarno 2008 : 174)

Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial,
karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan
implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan
kebijakan.

George C Edwards 111 Dalam Budi Winnarno (2008:174) mengungkapka ada
4 faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan public yaitu :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga

akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan
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tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka
kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Hal yang mendorong

komunikasi yaitu a. transmini, b. kejelasan dan c. konsistensi.

2. Sumber Daya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi
apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya, implementasi
tidak akan berjalan baik. Sumberdaya tersebut dapat terwujud sumberdaya manusia,
yaini kopetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor
yang terpenting untuk implementasi kebijakan agar efektif.Tanpa sumberdaya,
kebijakan hanya tinggal kertas diatas dokumen saja. Sumber-sumber yang penting
meliputi :a. staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan
tugas mereka, b. wewenang dan c. fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk
menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan
public.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor
seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki
disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakana. Ketika implementor memiliki sikap
dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi

kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan diberbagai
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Negara-Negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran
aparat sangat rendah.Berbagai kasus korupsi yang muncul adalah contoh konkrit dari
rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-

program kebijakan dalam pembangunan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Salah satu dari aspek
struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar
(standard operating procedure) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor
dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan

kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Gambar 2.3
Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi

Komunikasi

t

Surriber-sumber/"m/mem,entasi

Kecenderungan-kecenderungan




Struktur Birokrasi

Sumber : C. Edward Il dalam Budi Winarno 2008:2008

Keempat faktor itu secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain
agar membantu proses impelementasi atau sebaliknya menghambat proses
implementasi.

Impelementasi sebuah kebijaan secara konseptual bias dikatakan sebagai
proses pegumpulan sumber daya alam dan sumber daya manusia d an diikuti dengan
penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.
Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-
rumusan yang diputuskan dalam kebijakan pola-pla operasional yang pada akhirnya
akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang
diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa ang
harus dilakukan setelah sebah kebijakan diputuskan.

2.3 UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 80 Tahun 2012 dalam LLAJ

Mengenai dasar hukum tilang elektronik, ini dapat dilihat dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU

LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”).
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http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan?PHPSESSID=7tkeatjfp5jumm3ko894q4b4g3
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan?PHPSESSID=7tkeatjfp5jumm3ko894q4b4g3
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan

Tilang sesuai dengan penjelasan pasal 211 UU No 8 Tahun 1981 Tentang
KUHAP dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran
lalu lintas jalan. Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian
diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

E-Tilang adalah sistem tilang pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti

elektronik berupa gadget atau HP Android dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan
penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan
peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan
sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik™

adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ kemudian diatur lebih
lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

1) Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2) Laporan; dan/atau

3) Rekaman Peralatan Elektronik.
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Melihat pada peraturan di atas, terlihat bahwa surat tilang yang diberikan
bukan secara elektronik, akan tetapi bukti dari penilangan tersebut yang berupa

rekaman elektronik. Bagaimana dengan praktiknya?

Penggolongan Penindakan Pelanggaran Pasal 24

(1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan

berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:

a.  tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan

b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu.

(2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan
Surat Tilang.

Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Pasal 25

(1) Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)
dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Belangko Tilang.
(2) Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi

kolom mengenai:
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a. identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;

b.  ketentuan dan pasal yang dilanggar;

c.  hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;

d.  barang bukti yang disita;

e.  jumlah uang titipan denda ke bank;

f.  tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;

g.  pemberian kuasa;

h.  penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;

. berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;
J. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
k.  catatan petugas penindak.

(3) Isi Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat
diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri
sidang.

(4) Pengadaan Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Pasal 26

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian
Belangko Tilang oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur

dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian
Belangko Tilang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan
Menteri.

(3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah

menerima masukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Pasal 27

(1) Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus
ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar.
(2) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan pelanggar untuk kepentingan:

a.  pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang
titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh
Pemerintah;

b.  Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c.  Pengadilan Negeri setempat; dan

d. Kejaksaan Negeri setempat.

(3) Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan

pelanggar untuk kepentingan:
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a.  pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang
titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh
Pemerintah;

b.  Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c.  Pengadilan Negeri setempat;

d.  Kejaksaan Negeri setempat; dan

e. Instansi yang membawahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.

(4) Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), petugas harus memberikan catatan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil
penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti
kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Surat Tilang atau 3 (tiga) hari
kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.

Penindakan Pelanggaran dengan Bukti Rekaman Elektronik Pasal 28

(1) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas
hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf
¢, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat

Tilang.
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@)

(3)

(4)

()

Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti
rekaman alat penegakan hukum elektronik.

Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang
pengadilan.

Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang
pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk
oleh Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti
rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Persidangan dan Pembayaran Denda Pelanggaran Pasal 29

Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat
terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
terjadinya pelanggaran.

Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh
Pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang.
Pelaksanaan persidangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam Surat Tilang.
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d. Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atau
tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya.

Persidangan dan Pembayaran Denda Pelanggaran Pasal 30

(1) Pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat
pemberian Surat Tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh
Pemerintah.

(2) Pembayaran uang denda setelah adanya putusan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pelanggar atau kuasanya
menghadiri persidangan.

(3) Besar pembayaran uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Persidangan dan Pembayaran Denda Pelanggaran Pasal 31

(1) Bukti penitipan uang denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
dinyatakan sah jika:
a.  dibubuhi stempel dan tanda tangan petugas bank dalam hal penitipan uang
denda dilakukan secara tunai; atau
b.  format bukti penyerahan atau pengiriman uang denda sesuai dengan yang
ditetapkan dalam hal penitipan dilakukan melalui alat pembayaran

elektronik.
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(2) Dalam hal denda yang diputus pengadilan lebih kecil dari uang titipan untuk
membayar denda yang dititipkan, jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan
memberitahukan kepada pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil
sisa uang titipan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan
pengadilan diterima.

(3) Sisa uang titipan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak diambil
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan dijatuhkan
disetorkan ke kas Negara.

(4) Tata cara penyetoran dan pengembalian sisa uang titipan denda dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyitaan Alat Bukti dan Pelarangan atau Penundaan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor Pasal 32

(1) Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan
atas:
a.  Surat Izin Mengemudi;
b.  Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
c.  suratizin penyelenggaraan angkutan umum;
d.  tanda bukti lulus uji;

e.  barang muatan; dan/atau
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2)

(3)

(4)

()

(6)

f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.

Penyitaan atas Surat 1zin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan atas setiap terjadi pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

Penyitaan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pengemudi Kendaraan Bermotor

tidak membawa Surat Izin Mengemudi.

Penyitaan atas surat izin penyelenggaraan angkutan Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pengoperasian Kendaraan

Bermotor umum tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Penyitaan atas tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d dilakukan jika Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan

persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan

barang.

Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

f dilakukan jika:

a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor
Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan;

b.  pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
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c. terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan
Kendaraan Bermotor;
d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau
digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
e.  Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
meninggalnya orang atau luka berat.
Penyitaan Alat Bukti dan Pelarangan atau Penundaan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor Pasal 33

(1) Selain tindakan penyitaan, Petugas Pemeriksa dapat memerintahkan secara
tertulis kepada pengemudi Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi
persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan:

a.  pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak
dipenuhi; dan/atau
b.  uji berkala ulang.

(2) Dalam hal Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan

persyaratan laik jalan, Petu Pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian

Kendaraan Bermotor.

Pemberian Tanda dan Pencabutan Surat Izin Mengemudi Pasal 34

(1) Pengemudi yang melakukan pelanggaran dapat dikenai:

a.  pemberian tanda atau data pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi;
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@)

©)

(4)

()

b.  pencabutan sementara Surat Izin Mengemudi; atau

c.  pencabutan Surat I1zin Mengemudi.

Pemberian tanda pada Surat 1zin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diberikan kepada pelanggar setiap melakukan pelanggaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Pencabutan sementara Surat 1zin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dikenakan kepada pengemudi yang melakukan pengulangan
pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pencabutan Surat 1zin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
ditetapkan melalui putusan Pengadilan Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tanda atau data
pelanggaran, pencabutan sementara, dan pelaksanaan pencabutan Surat Izin
Mengemudi setelah putusan Pengadilan Negeri diatur dengan Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan dan Pengembalian Benda Sitaan Pasal 35

(1)

(@)

Barang bukti yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus
dicatat secara tertib sebelum dilakukan penyimpanan dan/atau penitipan.

Barang bukti berupa Surat 1zin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan,
Tanda Bukti Lulus Uji, dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dicatat

dalam Buku Daftar Dokumen Sitaan.
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©)

(4)

Barang bukti berupa barang muatan dan/atau Kendaraan Bermotor dicatat
dalam Buku Daftar Barang Sitaan.

Penyimpanan dan/atau penitipan barang bukti berupa barang muatan dan/atau
Kendaraan Bermotor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penanganan dan Pengembalian Benda Sitaan Pasal 36

(1)

()

©)

Surat 1zin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Bukti Lulus Uji,

dan lzin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang disita dikembalikan kepada

pengemudi atau pemilik setelah:

a.  penyerahan surat bukti penitipan uang titipan untuk membayar denda
kepada jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan

b.  membayar denda sesuai dengan putusan pengadilan; dan/atau

c.  memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang dilanggar.

Kendaraan Bermotor yang disita karena tidak dilengkapi dengan Surat Tanda

Nomor Kendaraan yang sah dikembalikan kepada pemilik setelah menunjukkan

Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah.

Penyitaan Kendaraan Bermotor karena diduga berasal dari hasil tindak pidana,

digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau terlibat kecelakaan lalu lintas

yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) Tata cara pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Penutup Pasal 37

Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas yang didasarkan atas hasil
rekaman peralatan elektronik mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan

Pemerintah ini diundangkan.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas
hasil rekaman peralatan elektronik, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat
menerbitkan Surat Tilang. Surat Tilang tersebut harus dilampiri dengan bukti
rekaman alat penegakan hukum elektronik. Surat Tilang disampaikan kepada
pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang
pengadilan. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam
sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang

ditunjuk oleh Pemerintah.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh
Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau
mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar peraturan yang

telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu
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menangani permasalah berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang
dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan
tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216

KUHAP dan penjelasannya. Ada tiga utama fungsi tilang yaitu:

1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri
2. Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera.
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupaSIM, STNK

atau Kendaraan Bermotor.

Tilang elektronik yang biasa disebut e-Tilang ini adalah digitalisasi proses
tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih
efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen
administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak
kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan
berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak
kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti

proses sidang manual.

Dari ketiga fungsi utama di atas, aplikasi e-Tilang tidak menerapkan fungsi
sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena mekanisme
melibatkan form atau kertas tilang, pada e-Tilang form atau kertas bukti pelanggar

tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang
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menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan
diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi
database yang sama, sehingga apikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi

nomer dua.

2.3.1 Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:132), “Sanksi adalah
tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dan sebagaianya) untuk memaksa
seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah dikemukakan”.

Menurut Van Den Steenhoven dalam Hilman Hadikusuma (2004:114)
“Sanksi adalah unsur-unsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan
fisik, otoritas resmi, penerapan ketentuan yang secara teratur, dan reaksi masyarakat
yang tidak spontan sifatnya”.

Kemudian ditambahkan oleh Sudikno Mertokusumo (2011: 76) bahwa
“Sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran
terhadap kaidah sosial”.

Diperkuat oleh pendapat Paul Bohannan dalam Hilman Hadikusuma
(2004:116), “Sanksi merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana
pranata-pranata hukum mencampuri suatu masalah agar dapat memelihara suatu
sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu
secara tenang serta dengan cara-cara yang dapat diperhitungkan”.

2.4 Penelitian Terdahulu
42



Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa
hasil penelitilan terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca
diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Sutar jurusan Administrasi Negara tahun 2010
mengenai Implementasi Perda No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam
Penanganan Gelandangan Di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa implementasi perda no 12 tahun 2008 tentang ketertiban social
dalam penanganan gelandangan di kota pekanbaru tidak terimpementasi dengan
baik. Banyak faktor yang menghambat penerapan perda tersebut seperti kurangnya
personil yang akan menertibkan gelandangan, kurangnya komunikasi antara
penerap kebijakan dan penerima kebijakan, kurangnya dukungan dari masyarakat

sekitar dan gelandangan yang terkena razia tidak jera setelah di razia berulang kali.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan olen Dwi Hendra S tahun 2014
dengan judul penelitian Implementasi Perda No. 21 Tahun 2008 ,Tentang Ketertiban
Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kota Tembilahan). Dari hasil
penelitian saudara Dwi Hendra bahwasanya pengimplementasian kebijakan
mengenai ketertiban umum di kota Tembilahan yaitu pada JI. Arif Parit Il belum
terimplementasi dengan maksimal. Alasanya banyak faktor yang menghambat baik
dari dalam atau dari luar pemerintah itu sendiri sehingga dalam penerapan

kebijakannya masih tidak mencapai target sesuai dengan yang diharapkan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Putri Adilya tahun 2015, ia meneliti tentang
implementasi perda kabupaten Inhil Nomor 21 Tahun tentang ketertiban umum yang
fokus pada penertiban bangunan liar dipinggir jalan di kabupaten Inhil. Hasil yang
didapatkan dari penelitiannya bahwa implementasi perda tersebut berjalan dengan
baik namun belum begitu maksimal hasilnya, dapat dilihat hasilnnya bahwa
bangunan liar yang ada di Kecamatan Tempuling mulai membaik. Namun tetap saja
masih ada yang mendirikan bangunan ditepi jalan umum, dikarenakan sosialisasi

pemerintah hanya terfokus pada masyarakat yang berada ditepi jalan umum saja.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Geovani Meiwanda tahun
2014 tentang Implementasi Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
(Studi kasus pedagang kaki lima) belum berjalan secara maksimal. Masalah yang
dihadapi Satpol PP sebagai implementor dalam menertibkan pkl dikarenakan
kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam proses penertiban. Dengan begitu
banyaknya pkl dan minimnya personil Satpol pp membuat pihak pemerintah tidak

maksimaml dalam menertibkan pkl di pekanbaru.

Dapat disimpulkan dari kelima penelitian terdahulu yang berkenaan dengan
pengimplementasian kebijakan telah terimplementasi namun belum sepenuhnya
terimplementasi dengan baik, masih adanya kendala yang menghambat keijakan
tersebut untuk terimplementasi dengan maksimal. Maka dari itu ini menjadi bahan

pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan dengan baik dimasa yang
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akan datang dan juga sebagai referensi penulis untuk menyelesaikan penelitian saat

ini.

Kemudian hal yang memberikan kesamaan dalam penelitian ini ialah bahwa
diatas dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang kebijakan
publik dan pengimplementasiannya. Dan yang membedakan penelitian terdahulu
diatas dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang ialah fokus studi kasus yang
diambil oleh penulis berbeda dengan penelitian terdahulu diatas seperti penertiban
Lalu Lintas dan Angkutan Jalur. Apapun kasusnya, penelitian sekarang berbeda
dengan penelitian terdahulu, hal ini dikarenakan masa yang dilakukan berbeda dan
orang yang melakukannya juga berbeda. Ditambah lagi lokasi penelitian yang
dilakukan juga terdapat perbedaan, dan yang pastinya analisa serta cara
penyampaian dalam penelitian sudah sudah pasti berbeda bila dibandingkan dengan
penelitian yang dilakukan penulis sekarang. Oleh karena itu penulis yang
menjadikan fator perbedaan yang dominan ialah penelitian sebelumnya ialah
penelitian saat ini mengkaji tentang Tllang Online atau E-tilang di seluruh Kota
Pekanbaru, ini berfokus pada Penilangan yang menggunakan Elektronik untuk

menindak penilangan.

23 Pandangan Islam Tentang Kebijakan Publik Dan Ketertiban Umum

2.5.1 Kebijakan Publik Dalam Pandangan Islam
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Kebijakan sebagai suatu tujuan atau serangkaian prinsip tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan suatu subjek atau
tanggapan pada suatu permasalahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam
surat An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi :
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Artinya : “’Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya’’

(QS. An-Nisa’:59)

Kebijakan merupakan aturan yang dibuat agar ditaati dan dijalankan dengan
baik, sehingga kehidupan yang ada didunia ini dapat berjalan dengan baik. Seperti
halnya kebijakan yang dijalankan oleh para nabi dari Allah ta’ala di berbagai periode
adalah mereformasi pusat kekuasaan dan kedaulatan masyarakat dengan berpijak
pada strategi reformasi dan bertujuan membimbing mereka. Sebagaimana kebijakan

Nabi Musa as dalam menghadapi Fir’aun. Allah berfirman,

w.ujﬁm?@uu)muzujsz}umuy“'d\;uh\ Al
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Artinya : ¢ Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Fir"aun dan) kaumnya
dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-

buahan, supaya mereka mengambil pelajaran ( QS. Al-A’raf : 130 ).

Kemudian ayat lain yang memebicarakan tentang kebijakan publik terdapat
pada surah Al-imran ayat 26 yang berbunyi :
ARSI PRV B DR P S S <SRN P O E P R A
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Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau
berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut
kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang
Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di
tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas
segala sesuatu.( QS. Al
-lmran : 26)
Selain itu ada sebuah hadist yang meyatakan pandangan mengenai kebijakan
publik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya :
“Abu Said (abdurahman) bin samurah r.a Berkata : rasulullah saw telah bersabda
kepada saya : Ya Abdurrahman bin samurah, jangan menuntut kedudukan dalam
pemerintahan, karena kau diserahi jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah

untuk melaksanakannya, tai jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan
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diserahkan keatas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah
bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih
baik, maka tebuslah sumpah itu dan krjakanapa ang lebbih baik itu”( Bukhari dan
Muslim )

Dalam menjalankan sebuah kekuasaan melalui suatu kebijakan, hendaklah
dilakukan dengan baik agar tidak menyalahi aturan dan susai dengan apa yang
perbuat. Karena dibuatnya suatu kebijakan ialah untuk berlaku adil dan
menyelesaikan permasalan yang muncul dari masyarakat. Dapat dikorelasikan dengan
salah satu ayat Al-qur’an dalam surah An-Nabhl : 90 yaitu
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Artinya: ’Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran’’(QS.Surah An-Nahl :90)
Kebijakan dibuat oleh pemimpin dalam mengatur pemerintahannya, untuk
itulah kebijakan dibuat. Kebijakan memebrikan adanya tuntutan kemaslahatan umum
yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan seperti yang terdapat pada
hadis dibawah ini :
“seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pegatur urusan (rakyat), dan dia

akan diminata pertanggungjawabannya terhadap rakyat.”(HR. Muslim).
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Oleh karena itu, suatu kebijakan hendaknya sesuai dengan keadaan yang ada
dilapangan, dan semestinya seorang menjalankan kebijakan haruslah bersifat adali
dalam menerapkannya.

2.5.2 Ketertiban Umum Dalam Pandaangan Islam

Surat Ar Rum (30) ayat 41-42 tentang Larangan MembuatKerusakan di

Muka bumi.
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Artinya : ‘'Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan
yang benar)’’ (QS. Ar.rum : 41)
Artinya :Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan
perhatikanlah  bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu.
Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan
(Allah)"( QS.Ar-rum : 42)
Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta’ala menyatakan bahwa kerusakan yang

terjadi dimuka bumi, alam berbagai bentuknya, penyebab utamanya adalah adalah

perbuatan buruk dan maksiat manusia. Maka ini menunjukkan bahwa perbbuatan
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maksiat adalah inti “kerusakan® yang sebenarnya dan merupakan sumber uutama
kerusakan yang tampak dibumi.

Imam Abul’Aliyah ar-Riyaahi berkata, “Barangsiapa yang bermaksiat
kepada Allah dimuka bumi maka (berarti) dia telah berbuat kerusakan padanya,
karena perbaikan dimuka bumi dan dilangit (hanya dicapai) dengan keta’ atan
(kepada Allah Ta’ala). Imam asy-Syaukaani ketika menafsirkan ayat diatas berkata
“(Dalam ayat ini) Allah menjelaskan bahwa perbuatan syirik dan maksiat adalah
sebab timbulnya kerusakan dalam semesta.

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai
khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk
memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan
alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya
manusia.

Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat
menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang
daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan
manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.lslam
mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini seringkali
tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ketika menunaikan ibadah haji.
Dalam haji, umat Islam dilarang menebang pohon-pohon dan membunuh binatang.

Apabila larangan itu dilanggar maka ia berdosa dan diharuskan membayar denda
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(dam). Lebih dari itu Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi.
Tentang memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang
bisa dilakukan, misalnya rehabilitasi SDA berupa hutan, tanah dan air yang rusak
perlu ditingkatkan lagi. Dalam lingkungan ini program penyelamatan hutan, tanah
dan air perlu dilanjutkan dan disempurnakan. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah
laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu
dan kelestarian lingkungan hidup. (QS. al-An’am ayat 135) :
G5BT 0 ¥ 45 ST S 40 658 e 0505 i Te ) e Ll Tl 5% 3B
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Artinya : Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu,
sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui,
siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini.
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan
keberuntungan.( QS Al-An’am : 135)
Oleh karena itu, setiap orang yang zalim meskipun ia merasakan kenikmatan
di dunia, namun akhirnya adalah kebinasaan . Rasulullah shalallu ‘alaihi wassalam
bersabda yang artinya “ Sesungguhnya Allah memberi tangguh orang zalim, sehingga
keika tiba (waktu) Allah menghukumnya, Maka Allah tidk akan meloloskannya.”
(HR. BUKHORI, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah, Shahihul Jaami’ no. 1822 ).
Disamping bekerja harus berdasar keahlian, bekerja juga harus dilakukan

dengan penuh semangat (etos kerja yang baik). Dalam kaitannya dengan etos kerja,
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Allah  menjelaskan bahwa hendaklah manusia berbuat dengan sepenuh
kemampuannya masing-masing, karena Allah juga akan

berbuat yang sama (QS. al-An’am ayat 135). Di samping itu, dalam ayat ini juga
dapat diambil pemahaman bahwa manusia yang tidak berusaha secara sungguh-
sunggu adalah termasuk orang-orang yang dzalim, karena Allah telah menjadikan
kehidupan di dunia ini sebagai lahan mencari kebahagiaan. Orang-orang yang dzalim
semacam ini divonis oleh Allah sebagai orang yang tidak akan mendapatkan
keberuntungan, sebagai balasan atas kedzaliman yang diperbuatnya. (QS. al-Anfal

ayat 27) :
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Artinya : “’Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS.
Al-Anfalayat :27)
Diriwayatkan dalam hadits shahih bahwa Rasulullah saw. Bersabda :
“Ada tiga hal, siapa saja yang tiga hal itu ada padanya, ia mendapatkan manisnya
iman : (yaitu) hendaklah Allah dan Rasul_Nya lebih ia cintai daripada selain dari
keduanya; hendaklah seseorang mecintai orang lain, ia tidak mencintainya kecuali
karena Allah; dan hendaklah ia benci untuk kembali pada kekufuran sebagaimana
ia benci untuk dilemparkan kedalam api neraka.”(HR. Al- Bukhori).

Dapat disimpulkan bahwa Allah membenci hambanya berbuat kerusakan
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dimuka bumi dan sungguh pedih siksaan Allah bagi orang-orang yang melanggar

perintah_Nya. Maka bertqwalah kepada Allah dan mohon perlindangan atas_Nya

untuk keselamatan di duia dan di akhirat sehingga engkau terhindar dari siksa api

neraka.

2.6

Definisi Konsep

Kebijakan Publik

Kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan
dan tidak dilakukan oleh Thomas R. Dye dalam Budi Winarno (2007:17).
Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edwards implementasi kebijakan adalah salah satu tahap
kebijakan publik, antara pembentukan keijakan dan konsekuensi-konsekuensi
kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya dalam Budi Winarno 2007
1147)

Bukti Penilangan Elektronik atau E-Tilang

Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan E-Tilang merupakan proses
penindaksistem tilang pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti
elektronik.

Dari berbagai teori yang telah disampaikan para ahli pada bab sebelumnya

maka peneliti memilih teori implementasi kebijakan dari George C. Edward Il

sebagai landasan penelitian. Teori ini berasumsi bahwa implementasi suatu kebijakan
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dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sikap (disposisi), sumber daya, dan

struktur birokrasi.

Dalam hal ini penulis hanya akan mengadopsi ke empat variable diatas dari
teori implementasi Edward yang relevan dengan kondisi permasalahan di lapangan,
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan struktur birokasi. Selanjutnya,
dalam pemecahan indikator tentang implementasi kebijakan nantinya akan di bagi
berdasarkan teori dari George C. Edwar |1l dibawah ini, hasil analisanya diharapkan

lebih memadai.

2.7 Indikator Penelitian

Tabel Indikator : 2.1
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NO | Referensi Indikator Sub Indikator

Undang- 1) Penindakan Pelanggaran LLAJ
Undang dilaksanakan berdasarkan tata
Nomor 22 carapemeriksaan cepat, baik dalam
Tahun 2009 kasus ringan maupun tindakan pidana
tentang Lalu sesuai dengan LLAJ.

Lintas Dan 2) Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran
Angkutan yang berkaitan dengan Penerbitan
Jalan (“UU Surat Tilang , Pingisian Belangko
LLAJ”) dan Tilang dan Bukti Tindakan Rekaman
Peraturan Penindakan Elektronik sesua dengan LLAJ.
Pemerintah Pelanggaran 3) Penerangan  Sosialisasi  tindakan
Nomor 80 Polresta Kota Pekanbaru Terapkan
Tahun 2012 Undang-Undang Republik Indonesia

tentang Tata
Cara
Pemeriksaan
Kendaraan
Bermotor Di
Dan

Jalan

Penindakan

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan berbasis E-
Tilang di Seluruh Polsek Pekanbaru.
dan Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di

Jalan Dan Penindakan Pelanggaran
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http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan?PHPSESSID=7tkeatjfp5jumm3ko894q4b4g3
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/nprt/1060/uu-no-22-tahun-2009-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan?PHPSESSID=7tkeatjfp5jumm3ko894q4b4g3
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http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
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http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
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http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan

Pelanggaran
Lalu Lintas
Dan
Angkutan

Jalan

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Persidangan
Dan
Pembayaran
Denda

Pelanggaran

1) Pelaksanaan Prosedur Surat Tilang
atau alat bukti tilang selama proses
persidangan dilaksanakan dengan atau
tampa kehadiran pelanggar atau
kuasanya.

2) Pembayaran uang denda tilang
pelanggar LLAJ dilakukan setelah
putusan  pengadilan atau  dapat
dilakukan pada saat pemberian surat
tilang dengan cara penitipan kepada
bank yang ditunjukan oleh Pemerintah.

3) Pembayaran dilakukan sesuai dengan
Prosedur yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah sesuai dengan PP Nomor

80 Tahun 2012.

Penyitaan Alat

Bukti

1) Penyitaan bukti pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan meliputi:

2) Penahanan Kendaraan bermotor dan
kelengkapannya.

3) Penyitaan surat-surat terkait pengguna
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kendaraan bermotor.

Penanganan
dan
Pengembalian

Barang Bukti

1)

2)

3)

Prosedur Penanganan Barang bukti
berupa sitaan dicatat secara tertip
sebelu dilakukan penyimpanan atau
penitipan.

Prosedur Penangan dan Pengembalian
barang bukti selama proses tilang

seusia dengan PP Nomor 80 Tahun

2012,
Prosedur terkait melakukan
Koordinasi-koordinasi Terhadap

instansi terkait.

Sumber : C. Edward 11l dalam Budi Winarno(2007:175-202)

57




2.8 Kerangka Penelitian

Permasalah Tilang Online
atau E-Tilang

/

Peran Kepolisian dalam
Penyelesaian Kasus Tilang

Online atau E-Tilang

:

1. Terimlementasi
2. Kurang Terimplementasi

3. Tidak Terimplementasi

Meliputi :Kriteria Penyelesaian Kasus
Dasar hukum tilang elektronik
dapat dilihat dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan

Keterangan : :Menyatakan Proses

—» :Menyatakan Hasil
+—>

:Menyatakan Peran
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